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DPR dan
pemerintah
diminta tidak
tergesa-gesa
mengesahkan.
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JAKARTA — Beberapa kelom-
pok masyarakat = sipil
memintaDewanPerwakilan
Rakyat dan pemerintah
tidak terburu-buru menge-
sahkan perubahanUndang-
Undang - Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
Mereka menganggap masih

ada sejumlah pasal yang °

berpotensi melanggar hak
asasi manusia,

Direktur Eksekutif Insti-
tute for Criminal Justice
Reform (ICJR), Anggara,
mengatakan kebebasan
sipil tidak boleh dicede-
rai atas nama penegakan
hukum. Menurut catatan
ICJR, setidaknya ada- 10
pasal yang perlu ditilik
kembali oleh DPR dan
pemerintah sebelum disah-
kan. “Pembahasan harus
cermat dan hati-hati kare-
na ini menyangkut kebe-
basan sipil,” ujar Anggara,
kemarin.

Sejumlah pasal yang
bermasalah itu antara lain
mengenai penyadapan ter-
duga teroris, penangkapan
dan penahanan, serta pida-
na mati terhadap teroris.
Dalam draf revisi Undang-
Undang Terorisme yang
dibahas' DPR dan peme-
rintah kemarin, misalnya,
pasal 28 menyebutkan ter-
duga teroris dapat ditahan
penyidik selama 14 hari
dan. diperpanjang selama
7 hari. . : '
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Rapat revisi: RUU Terorisme di Qedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. DPR dan pemerintah belum
menyepakati definisi terorisme yang akan dipakai dalam undang-undang ini. ) v

Aturan baru ini melebihi
masa penahanan terduga
teroris dalam aturan lama,
yang hanya 7 x 24 jam
tanpa perpanjangan. Tidak
hanya itu, aturan ini ber-
tentangan dengan Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang meng-
atur penahanan seseorang
untuk pemeriksaan yang

-hanya boleh selama 24 jam.

“Undang-undang ini seha-
rusnya juga mengatur hak
mereka, yaitu akses ter-

‘hadap advokat, keluarga,
-dan kompensasi jika salah .

tangkap,”’ ucap Anggara,
Hingga kemarin, pem-
bahasan oleh DPR dan
pemerintah sama seka-
1i tidak menyinggung hal
itu. - Alasannya, klausul

. masa penahanan sudah

disepakati oleh DPR dan
pemerintah jauh ' sebe-
lum rapat maraton dige-
lar pekan ini, Rencananya,
jika tak ada kendala, revisi
Undang-Undang Terorisme

ini disahkan Jumat besok
setelah dibahas selama dua
tahun. .

Adapun Kepala Divisi
Pembelaan Hak Asasi
Manusia Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kon-
tras), Arif Nur Fikri, menyo-
roti pasal 31 .dan 31A ten-

tang penyadapan. Selain

bertentangan dengan hak
privasi yang diatur konsti-
tusi, penyadapan dianggap
tak berbasis hukum kare-
na sangat subyektif. Dalam

-usulan aturan baru itu,

penyadapan bisa dilakukan
dalam waktu yang panjang,
yakni mencapai dua tahun.
“Mahkamah Konstitusi
sebelumnya memutuskan
agar undang-undang khu-
sus yang mengatur penya-
dapan tidak ada penyim-
pangan. Tapi hingga seka-
rang nihil,” uturnya.
Selain itu, menurut Arif,

. revisi aturan ini masih con-
dong ke arah penindakan .

terorisme dibanding pen-
cegahan. Padahal Presiden
Joko Widodo dalam cuitan
di akun Twitternya menye-
butkan tindakan preventif
jauh lebih efektif membé-
rantas terorisme dibanding
aksi represif.
Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kemen-
terian Hukum dan Hak
Asasi Manusia = Enny
Nurbaningsih, yang.mewa-
kili pemerintah dalam pem-
bahasan RUU. Terorisme,
menjamin tidak ada seman-

gat pelanggaran HAM

dalam penyusunan aturan.
Setiap aturan telah menda-
pat persetujuan fraksi-frak-
si serta mendengar penda-
pat masyarakat. “Penegak
hukum yang melanggar
prinsip HAM dalam pena-

" hanan térduga teroris bah-
. kan dapat dipidana sesu-

ai dengan ketentuan yang

!berlaku dan sudah masuk

Klausul,” ucapnya.
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Tewas Sebelum Diadili

PENANGKAPAN terduga tindak pidana terorisme kerap
kali diiringi aksi perlawanan. Akibatnya, sgjumlah terduga

ditembak tewas. Selain itu, ada beberapa penangkapan yang

diduga melanggar aturan sehingga menjadi sorotan publik.

Status'terdhga.tergris

“(orang)
Ditangkap 172 163 73
Penyidikan 68 = -
Persidarigan 76 - -
Vonis ; 10 - -
Ditembak mati 16 33 -
Bunuih diri 2 - L
Dilepas = 6 -
Kasus Siyono

Ditangkap di Solo, Jawa Tengah,
pada Maret 2018, Siyono meninggal
dalam perjalanan ke Markas Komando
Brigade Mobil, Depok, Jawa Batat,
karena dianiaya. Kepolisian sempat
menyebut terduga teroris itu tewas
akibat kecelakaan. Setelah diautopsi,
diketahui dia mengalami luka memar di
belakang kepala, leher, dan punggung.
Kepolisian memberikan santunan Rp
100 juta, tapi keluarga menolaknya.

Kasus Poso
Pada 2013, beredar video sejumlah terduga teroris yang -

-ditembak, ditelanjangi, dan disiksa polisi di Poso, Sulawesi

Tengah. Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
membuktikan video itu asli dan direkam pada Januari 2007,
Detasemen Khusus 88 Antiteror dituding melakukan pelanggaran
hak asasi. Kepolisian lalu memeriksa lima personel yang
terlibat dalam kejadian itu dan menjatuhkan sanksi kepada satu
personel di antaranya.

Kasus Jalin, Jantho
Sebanyak 15 orang terduga teroris ditembak Detasemen
Khusus 88 Antiteror di Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh, pada
Februari 2010. Kepolisian menyerbu mereka yang berada di
pegunungan itu pada siang bolong dan melepaskan tembakan.
Sebagian yang tewas adalah warga setempat.
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